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ABSTRAK 

PELAKSANAAN PEMBAYARAN ROYALTI KEPADA PENULIS BUKU 

DI WILAYAH BANDAR LAMPUNG 

 

 

 

Oleh 

Khansa Luthfita Risqi 

Penulis buku sebagai pencipta hak kekayaan intelektual harus mendapatkan 

imbalan yang wajar apabila penulis buku tersebut mengalihkan hak eksklusifnya 

kepada penerbit buku untuk menerbitkan dan mengkomersialkan ciptaannya. 

Pembayaran royalti kepada penulis buku adalah hal yang wajib dilakukan oleh 

penerbit buku apabila kedua belah pihak telah menyepakati perjanjian lisensi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai 

pelaksanaan pembayaran royalti kepada penulis buku di Bandar Lampung, 

hambatan dalam pelaksanaan pembayaran royalti kepada penulis buku di wilayah 

Bandar Lampung, serta upaya penyelesaian sengketa yang dapat diambil penulis 

buku jika penerbit buku tidak membayarkan royalti sesuai apa yang telah 

disepakati.  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif-empiris (applied law research) dengan tipe penelitian deskriptif. 

Pendekatan masalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis 

empiris. Data dan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder yang 

terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data 

dengan wawancara, studi dokumen, dan studi kepustakaan. Metode pengolahan 

data melalui pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data, dan sistematis 

data serta analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif.  

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan pembayaran 

royalti kepada penulis buku dilakukan dengan 3 (tiga) sistem dan satu sistem 

tanpa pembayaran royalti. Sistem pembayaran royalti tersebut terdiri dari sistem 

royalti berkala, sistem jual putus, sistem kontrak oplah. Sedangkan sistem tanpa 

pembayaran royalti dilakukan dengan sistem cetak terbatas. Sistem cetak terbatas 

adalah sistem penerbitan buku tanpa melakukan perjanjian lisensi. Faktor 

penghambat dalam pelaksanaan pembayaran royalti kepada penulis buku ini 

adalah hambatan secara administrasi dan operasional. Upaya penyelesaian 

sengketa yang dapat dilakukan penulis buku apabila penerbit buku tidak 



 

membayarkan royalti sesuai perjanjian lisensi yang telah disepakati, yaitu upaya 

litigasi yang dilakukan pada pengadilan niaga, pengadilan negeri, serta upaya non-

litigasi seperti arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. 

Kata Kunci : Pelaksanaan, Royalti, Penulis Buku. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang timbul dari hasil olah pikir 

otak yang menghasilkan suatu produk/proses yang berguna bagi manusia. Hal ini 

berkaitan dengan pengaturan HKI yang masuk ke dalam hukum benda. Hukum 

benda pada hakikatnya mengatur mengenai hubungan hukum antara orang dan 

benda yang menimbulkan hak-hak kebendaan.
1
 Hak kebendaan sendiri terdiri atas 

hak kebendaan material yang berarti benda berwujud dan hak kebendaan 

immaterial yang berarti benda tidak berwujud. Berdasarkan hal tersebut, HKI 

masuk ke dalam lingkup benda yang tidak berwujud (immaterial). Hak kebendaan 

adalah hak mutlak atas suatu benda dimana hak ini dapat memberikan kekuasaan 

langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun.
2
 Namun, 

HKI hanya akan mempunyai nilai ekonomi apabila dijelmakan oleh pemiliknya 

dalam bentuk ciptaan atau invensi untuk dapat dinikmati penggunanya.
3
 HKI 

memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada 

penemu/pencipta dan sanksi kepada pelanggar atau pengguna produk tanpa izin.  

                                                           
1
 Subekti, 2010, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT Intermasa, hlm. 101. 

2
 Sri Soedewi, 2011, Hukum Perdata: Hukum Benda, Yogyakarta: Liberty, hlm. 24. 

3
 Abdulkadir Muhammad, 2007, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, 

Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 19. 
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Perlindungan HKI tidak lepas dari adanya perjanjian Internasional, misalnya 

seperti TRIPs-WTO yang diratifikasi dengan tanpa persyaratan melalui Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1994. Dalam perjanjian TRIPs tersebut, HKI dibagi 

menjadi 7 cabang hukum, yaitu: Hak Cipta (Copyright), Merek (Trademark), 

Paten (Patent), Desain Industri (Industrial Design), Desain Tata Letak Sirkuit 

Terpadu (Layout Design ofIntegrated Circits), Rahasia Dagang (Undisclosed 

Information), dan Varietas Tanaman (Plant Varieties).
4
 Di Indonesia, hak cipta 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Undang-

Undang Hak Cipta). Undang-Undang ini memuat mengenai ciptaan apa saja yang 

dilindungi serta hak eksklusif apa yang dimiliki pencipta.  

Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta, buku dan semua hasil karya 

tulis merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi. Perlindungan hak cipta atas 

buku diharapkan akan dapat membangkitkan semangat penulis untuk menciptakan 

hal baru di bidang sastra, ilmu pengetahuan, dan seni, sehingga masyarakat 

Indonesia memiliki minat baca yang tinggi dengan banyaknya buku yang 

diterbitkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), buku adalah lembar 

kertas yang berjilid, berisi tulisan ataupun kosong. Buku memiliki macam-macam 

jenis seperti keilmuan dan hiburan, yaitu novel, majalah, komik, kitab suci, 

kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya. Dalam menciptakan sebuah buku, 

penulis buku melakukan sebuah pengamatan ataupun penelitian terlebih dahulu 

yang berasal dari pikirannya yang kemudian disusun dengan sistematis dan 

menjadi satu kesatuan.  

                                                           
4
 Tim Lindsey, dkk. 2006, Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar, Bandung: PT 

Alumni, hlm. 77. 
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Penulis buku sebagai pencipta memiliki hak eksklusif. Hak eksklusif tersebut 

terdiri oleh dua hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak 

untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Sedangkan hak moral adalah 

hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Hak ekonomi tersebut dapat 

pencipta atau pemilik hak cipta alihkan sebagian atau seluruhnya, hak yang ia 

miliki kepada pihak lain. Dalam mengalihkan hak ciptanya, penulis buku 

mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pengalihan hak 

ekonomi tersebut dilakukan penulis buku dengan cara melakukan perjanjian 

lisensi bersama penerbit buku. 

Perjanjian lisensi merupakan suatu perjanjian yang berkaitan dengan hak dan 

kewajiban penulis buku dalam memberikan izin oleh hak cipta kepada penerbit 

buku atau pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati 

manfaat ekonomi dari suatu hak cipta yang diberikan perlindungan dalam jangka 

waktu dan syarat tertentu. Pada perjanjian lisensi tidak boleh memuat ketentuan 

yang dapat merugikan perekonomian Indonesia. Apabila pemegang hak cipta dan 

penerbit buku sudah sepakat terhadap perjanjian lisensi yang telah disepakati 

maka penerbit buku wajib membayar royalti kepada penulis buku selama jangka 

waktu yang diperjanjikan. 

Royalti tersebut merupakan bentuk penghasilan dari penulis yang bekerja sama 

dengan penerbit buku yang menerbitkan karya ciptanya. Pembayaran royalti 

kepada penulis buku di Indonesia dilakukan dengan menggunakan beberapa 

sistem yang ditawarkan oleh penerbit buku. Pada wilayah Bandar Lampung, 

pembayaran royalti ini dilakukan dengan sistem royalti berkala, sistem jual putus, 
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serta sistem cetak terbatas.
5
 Dalam sistem royalti berkala, besaran royalti berkisar 

kurang lebih 8-10% dari harga buku.
6
 Kecilnya besaran royalti disebabkan karena 

tidak adanya pengaturan mengenai besaran minimal royalti yang harus diberikan, 

sehingga besaran royalti hanya berdasarkan perjanjian antara penerbit buku dan 

penulis buku. Akibat dari besaran royalti yang ditawarkan sangat kecil, banyak 

penulis buku di wilayah Bandar Lampung yang memilih untuk memakai sistem 

jual putus dan sistem cetak terbatas. 
7
 

Sistem royalti berkala dan sistem jual putus didasari oleh perjanjian yang 

disepakati antara penerbit buku dan penulis buku. Maka dari itu, penerbit buku 

wajib membayarkan royalti sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh 

kedua belah pihak. Kewajiban penerbit buku membayar royalti kepada penulis 

buku dilandasi oleh Pasal 80 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu penerbit buku 

sebagai penerima lisensi wajib untuk memberi imbalan/royalti kepada pemegang 

hak cipta dalam hal ini penulis buku, kecuali diperjanjikan lain. Apabila penerbit 

buku (penerima lisensi) tidak membayarkan royalti tersebut kepada penulis buku 

(pemberi lisensi), penerbit buku dianggap tidak memenuhi kewajibannya 

(wanprestasi) dan mengakibatkan kerugian terhadap penulis buku.  

Problematika mengenai perbedaan besaran royalti yang diberikan oleh penerbit 

buku kepada penulis buku serta wanprestasi yang dapat terjadi diantara perjanjian 

penulis buku dan penerbit buku sehingga menimbulkan kerugian bagi penulis 

buku. Hal ini terjadi karena Undang-Undang Hak Cipta dan peraturan lainnya 

                                                           
5
 Hasil Wawancara Dengan Ibu Yenita Anggraini Pada Tanggal 2 Februari 2021. 

6
 Hasil Wawancara Dengan Bapak Ikhsanudin Pada Tanggal 19 Januari 2021. 

7
 Ibid. 
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tidak mengatur secara rinci mengenai besaran royalti yang harus diberikan kepada 

penulis buku serta sistem pembayarannya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dan pengkajian yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul 

“Pelaksanaan Pembayaran Royalti Kepada Penulis Buku Di Wilayah Bandar 

Lampung”. 

  

B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan 

pokok dalam penelitian ini penulis mencoba mengangkat permasalahan sebagai 

berikut: 

a. Bagaimana pelaksanaan pembayaran royalti kepada penulis buku di wilayah 

Bandar Lampung? 

b. Apakah hambatan dalam pelaksanaan pembayaran royalti kepada penulis 

buku di wilayah Bandar Lampung? 

c. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan penulis buku 

jika penerbit buku tidak membayarkan royalti sesuai perjanjian lisensi yang 

telah disepakati? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembayaran royalti kepada penulis 

buku di wilayah Bandar Lampung. 
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2. Mengetahui dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan pembayaran 

royalti kepada penulis buku di wilayah Bandar Lampung. 

3. Mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian sengketa yang dapat 

diambil penulis buku jika penerbit buku tidak membayarkan royalti sesuai 

apa yang telah disepakati. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Kegunaan Teoritis: 

Memberi penambahan wawasan dan cakrawala pengetahuan khususnya di bidang 

hukum perdata yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual dalam kaitannya 

dengan sistem pembayaran royalti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan jawaban mengenai permasalahan yang dialami oleh penulis buku di 

wilayah Bandar Lampung. 

 

2. Kegunaan Praktis: 

a. Upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis 

khususnya mengenai pelaksanaan pembayaran royalti kepada penulis buku di 

wilayah Bandar Lampung.  

b. Bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa 

Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

c.  Salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum 

Universitas Lampung  



 
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Tinjauan Tentang Hak Cipta 

1. Pengertian Hak Cipta 

Hak cipta pertama kali dikenal dengan istilah hak pengarang yang berkembang 

dari negara-negara Eropa yang menganut sistem hukum Civil Law. Namun, 

setelah terdapat Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia, istilah hak pengarang 

digantikan oleh Hak Cipta yang awalnya didefinisikan sebagai hak 

memperbanyak suatu ciptaan/karya.
8
 Awalnya istilah hak cipta diusulkan oleh 

Prof. St. Moh Syah sebagai pengganti istilah hak pengarang.
9
 Istilah hak 

pengarang diganti karena dianggap mempunyai arti yang sempit dengan 

memberikan kesan yang hanya mencakup mengenai hak dari para pengarang saja, 

sehingga dianggap kurang luas. 

Pengaturan mengenai hak cipta pertama kali di Indonesia dibuat pada tahun 1912 

oleh pemerintahan Belanda. Seiring dengan perubahan zaman, pemerintah 

Indonesia mengganti Undang-Undang Hak Cipta peninggalan Belanda tersebut. 

Sekarang pengaturan hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak Cipta). Di dalam 

                                                           
8
 Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, 2014, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, 

dan Prakteknya di Indonesia), Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 47. 
9
 Arif Lutviansori, 2010, Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia, Yogyakarta: 

Graha Ilmu, hlm. 67. 
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Undang-Undang Hak Cipta tersebut, hak cipta diartikan sebagai hak eksklusif 

pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu 

ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya prinsip deklaratif inilah 

yang membuat perlindungan hukum diperoleh otomatis saat ciptaan itu 

diwujudkan tanpa harus mendaftarkannya.
10

 

World Intellectual Property Organization (WIPO) mendefinisikan hak cipta 

sebagai terminologi hukum yang menggambarkan mengenai hak-hak pencipta 

untuk karya-karya ciptaan yang berkaitan dengan bidang seni dan sastra. Secara 

umum, hak cipta diartikan dengan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta 

untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu.
11

 

Melalui definisi-definisi tersebut, terdapat beberapa unsur yang melekat pada 

rumusan hak cipta, yaitu : 

a. Hak eksklusif, 

b. Berkaitan dengan kepentingan umum, 

c. Dapat beralih maupun dialihkan, 

d. Dapat dibagi dan diperinci.
12

 

 

Melalui definisi-definisi tersebut pula dapat diketahui bahwa hak cipta merupakan 

bagian Hak Kekayaan Intelektual yang juga bagian dari benda tidak berwujud 

(benda immaterial). Hal ini di karenakan hak cipta lahir atas inspirasi seorang atau 

beberapa orang yang disebut pencipta yang berdasarkan kemampuan pikiran, 

                                                           
10

 Khoirul Hidayah, 2017, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Malang: Setara Press, hlm. 

29. 
11

 Arif Lutviansori, Op.Cit, hlm. 67. 
12

 Suyud Margono, 2010, Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual, Bandung: 

Nuansa Aulia, hlm. 14-15. 
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imajinasi, ketrampilan atau keahliannya yang dituangkan dalam bentuk atau benda 

berwujud yang khas dan bersifat pribadi.
13

  

 

Pencipta menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Hak Cipta adalah seorang 

atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan 

suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Orang yang merancang dan 

mewujudkan suatu ciptaan yang kemudian didistribusikan oleh pihak lain juga 

merupakan definisi dari pencipta. Dalam hal ini, penulis buku ialah orang yang 

merancang dan mewujudkan ciptaan dan penerbit buku adalah pihak yang 

mendistribusikannya. Berdasarkan hal itu, hak cipta dianggap sebagai benda 

bergerak yang dapat dialihkan atau diperalihkan. 

 

Ciptaan menurut Undang-Undang Hak Cipta adalah setiap hasil karya cipta di 

bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, 

kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang 

diekspresikan dalam bentuk nyata. Setiap ciptaan dilindungi oleh undang-undang 

karena melekat hak cipta di dalam ciptaan tersebut. Pada penulis buku, ciptaan 

yang dibuat adalah naskah yang kemudian hak ciptanya dialihkan kepada penerbit 

untuk menerbitkan naskah tersebut menjadi sebuah buku. 

Pada pengalihan hak cipta, penulis buku sebagai pencipta memiliki hak eksklusif. 

Hak eksklusif secara umum terhimpun dalam tiga bagian, namun oleh beberapa 

ahli hak eksklusif ini ke dalam bagian tertentu sehingga terdapat istilah hak moral 

dan hak ekonomi.
14

 Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri 

                                                           
13

 Sophar Maru Hutagalung, 2012, Hak Cipta, Kedudukan dan Peranannya Dalam 

Pembangunan, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm. 14. 
14

 Arif Lutviansori, Op.Cit, hlm. 72. 
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pencipta yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain selama pencipta hidup. Hak 

moral ini lebih mengarah kepada hak yang melindungi kepentingan pribadi atau 

reputasi pencipta.
15

  

Kepentingan tersebut terdiri atas: 

a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan 

sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; 

b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;  

c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; 

d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan  

e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, 

modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau 

reputasinya. 

 

Pengertian mengenai hak moral di atas merujuk kepada hak moral yang di 

sampaikan oleh Lindsey, yaitu hak moral sebagai hak pribadi pencipta untuk 

dapat mencegah perubahan atas karyanya dan untuk tetap disebut sebagai pencipta 

atas karya tersebut.
16

 Dalam hak moral ini, terdapat tiga hak yang menunjukkan 

adanya moralitas pencipta atas ciptaannya, yaitu hak mengumumkan (the right of 

publication), hak paternitas (the right of paternity), dan hak integritas (the right of 

integrity).
17

  

Apabila hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi penciptanya, 

hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil 

                                                           
15

 Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, Op.Cit, hlm. 72. 
16

 Tim Lindsey, dkk, Op.Cit, hlm. 118. 
17

 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hlm. 22. 
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mengkomersialkan hasil ciptaannya.
18

 Hak ini lebih menjamin bertambahnya nilai 

ekonomi pencipta dari ciptaan yang didistribusikan dengan cara dialihkan dan 

dilakukan untuk: 

a. Penerbitan Ciptaan; 

b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; 

c. Penerjemahan Ciptaan; 

d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;  

e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;  

f. Pertunjukan Ciptaan;  

g. Pengumuman Ciptaan;  

h. Komunikasi Ciptaan; dan  

i. Penyewaan Ciptaan. 

Hak ekonomi ini berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh dari hasil 

mengkomersilkan ciptaanya.
19

 Dalam mengalihkan hak ekonomi tersebut, 

pencipta atau pemegang hak cipta dapat melakukan dengan cara: 

a. Pewarisan, 

b. Hibah, 

c. Wakaf, 

d. Wasiat, 

e. Perjanjian tertulis, atau 

f. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. 

 

                                                           
18

 Arif Lutviansori, Op.Cit, hlm. 74. 
19

 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hlm. 19. 
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Dalam menggunakan hak cipta, pemeggang hak cipta bebas menggunakannya 

dengan batasan yang tidak boleh dilanggar, yaitu penggunaan hak cipta tidak 

boleh melanggar norma kesusilaan dan ketertiban umum, penggunaan hak cipta 

tidak boleh meniadakan atau mengurangi fungsi sosial hak cipta seperti memberi 

kesempatan kepada masyarakat memanfaatkan ciptaan seseorang untuk 

kepentingan pendidikan, serta penggunaan hak cipta tidak boleh meniadakan 

kewenangan negara untuk mewajibkan pemegang hak cipta yang menerima lisensi 

untuk memberikan imbalan yang wajar kepada pihak yang menyerahkan hak 

ciptanya jika ciptaan tersebut digunakan secara komersial.  

Ciptaan yang digunakan secara komersial biasanya dialihkan dengan 

menggunakan cara perjanjian tertulis atau perjanjian lisensi dengan pencipta 

dan/atau pemegang hak terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk imbalan atau 

royalti. Hal ini sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa, ciptaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) yang digunakan secara komersial, pencipta dan/atau pemegang hak 

terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti. 

2. Ruang Lingkup Hak Cipta 

Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Undang-

Undang Hak Cipta mengatur mengenai Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan 

dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: 

a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya 

tulis lainnya;  

b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;  
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c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;  

d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;  

e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;  

f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, 

seni pahat, patung, atau kolase;  

g. karya seni terapan; 

h. karya arsitektur;  

i. peta;  

j. karya seni batik atau seni motif lain;  

k. karya fotografi;  

l. Potret;  

m. karya sinematografi;  

n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, 

modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;  

o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi 

budaya tradisional;  

p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan 

Program Komputer maupun media lainnya;  

q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan 

karya yang asli;  

r. permainan video; dan  

s. Program Komputer. 

Perlindungan ini juga termasuk pada ciptaan yang belum dilakukan pengumuman 

oleh pencipta tetapi sudah diwujudkan secara nyata. Hal ini dikarenakan karya 
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ciptaan harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan 

keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, 

ketrampilan atau keahlian, sehingga ciptaan tersebut dapat dilihat, dibaca, atau 

didengar.
20

 Selain itu, terdapat pula ciptaan atau hasil karya yang tidak dilindungi 

hak cipta, yaitu: 

a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;  

b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data 

walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau 

digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan  

c. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah 

teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional. 

Dalam perlindungannya, Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur mengenai 

pembatasan perlindungan, yaitu penggunaan kutipan singkat untuk ciptaan atau 

produk hak terkait untuk pelaporan mengenai peristiwa aktual yang ditujukan 

hanya untuk keperluan penyediaan informasi actual, penggandaan ciptaan atau 

produk hak terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan, 

penggandaan ciptaan atau produk hak terkait hanya untuk keperluan pengajaran, 

kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai 

bahan ajar, dan penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan 

ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu ciptaan atau produk hak terkait 

dapat digunakan tanpa izin pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga 

penyiaran. 

                                                           
20

 Suyud Margono, 2010, Hukum Hak Cipta Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 70. 
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3. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta 

Pada jangka waktu perlindungan hak cipta dibagi berdasarkan hak eksklusif, 

yaitu: 

a. Hak Moral 

Jangka waktu mengenai hak moral diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Hak 

Cipta. Dalam perlindungan hak moral pencipta mengenai; tetap mencantumkan 

atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian 

ciptaannya untuk umum menggunakan nama aliasnya atau samarannya; 

mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, 

modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau 

reputasinya; berlaku tanpa batas waktu. Sedangkan perlindungan hak moral 

pencipta mengenai; mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam 

masyarakat; mengubah judul dan anak judul ciptaan; berlaku selama 

berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan. Tidak 

hanya itu, perlindungan hak moral untuk pelaku pertunjukan yang berlaku secara 

mutatis mutandis. 

 

b. Hak Ekonomi 

Jangka waktu mengenai hak ekonomi diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Hak 

Cipta. Dalam perlindungan hak ekonomi pencipta mengenai; buku, pamflet, dan 

semua hasil karya tulis lainnya; ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis 

lainnya; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama, drama musikal, tari, 

koreografi, pewayangan, dan pantomim; karya seni rupa dalam segala bentuk 

seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; karya 
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arsitektur; peta; dan karya seni batik atau seni motif lain; berlaku selama hidup 

pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta 

meninggal dunia terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. 

Perlindungan hak ekonomi dalam ciptaan yang memiliki lebih dari satu pencipta, 

berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan 

perlindungan tersebut berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, 

terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Sedangkan untuk 

perlindungan hak ekonomi yang dimiliki atau dipegang oleh suatu Badan Hukum 

berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali ciptaan tersebut 

diumumkan kepada khalayak ramai. 

Dalam perlindungan hak ekonomi pencipta mengenai; karya fotografi; potret; 

karya sinematografi permainan video; program komputer; perwajahan karya tulis; 

terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, 

modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; terjemahan, adaptasi, 

aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; kompilasi 

ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer 

atau media lainnya; dan kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi 

tersebut merupakan karya yang asli; berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak 

pertama kali dilakukan pengumuman. Sedangkan perlindungan hukum untuk 

karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali 

dilakukan pengumuman. 

Berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

terdapat pula jangka waktu perlindungan hak ekonomi bagi; pelaku pertunjukan. 
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Perlindungan tersebut berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukannya 

difiksasi dalam fonogram atau audiovisual; produser fonogram, berlaku selama 50 

(lima puluh) tahun sejak fonogramnya difiksasi; dan lembaga penyiaran, berlaku 

selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan. Masa 

berlaku pelindungan hak ekonomi ini, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun 

berikutnya. 

 

B. Tinjauan Tentang Perjanjian 

1. Pengertian, Unsur, dan Asas Perjanjian 

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain 

untuk melaksanakan suatu hal.
21

 Dasar hukum dari perjanjian adalah Pasal 1313 

KUHPerdata, yang menyatakan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 

satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. 

Penjelasan mengenai perjanjian pada Pasal 1313 KUHPerdata tersebut dianggap 

kurang jelas karena setiap perbuatan dapat dianggap perjanjian, tidak tampak asas 

konsensualisme, dan bersifat dualisme.
22

  

 

Tidak jelasnya definisi tersebut dikarenakan hanya menyebutkan mengenai 

perbuatannya saja. Maka dari itu diperlukan penjelasan tambahan dari doktrin 

(teori lama) mengenai perjanjian, yakni “Perbuatan hukum berdasarkan kata 

sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”. Berdasarkan teori lama tersebut dapat 

disimpulkan unsur-unsur dari perjanjian adalah: 

a. Adanya perbuatan hukum 

b. Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang 

                                                           
21

 I Ketut Oka Setiawan, 2016, Hukum Perikatan, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 42. 
22

 Salim, 2017, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta, Sinar 

Grafika, hlm. 25. 
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c. Persesuaian kehendak harus dinyatakan 

d. Perbuatan hukum terjadi karena kerjasama antara dua orang atau lebih 

e. Pernyataan kehendak yang sesuai  

f. Kehendak ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum 

g. Akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain 

h. Persesuaian kehendak harus dengan mengingat peraturan perundang-

undangan.
23

 

 

Ahli Van Dunne kemudian mengemukakan pengertian perjanjian menurut dirinya, 

yaitu perjanjian suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang 

berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dalam teori baru ini, 

Van Dunne tidak hanya melihat saat perjanjian berlangsung, tetapi juga perbuatan 

sebelum perjanjian itu dibuat atau tahapan penawaran dan penerimaan 

(pracontractual) serta perbuatan setelah perjanjian itu dibuat atau tahapan 

pelaksanaan perjanjian (post contractual). Berdasarkan pengertian perjanjian yang 

dikemukakan Van Dunne tersebut dapat disimpulkan bahwa pada saat melakukan 

perjanjian terjadi kesepakatan antara seseorang yang berjanji (debitur) kepada 

seorang lainnya (kreditur) untuk melaksanakan suatu hal (prestasi) yang 

menimbulkan akibat hukum.
24

 

 

Dalam pengertian perjanjian yang disampaikan ahli di atas terdapat unsur-unsur 

dalam perjanjian, yaitu:
25

 

 

 

                                                           
23

 Ibid. 
24

 Ibid 
25

 Ibid. 
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a. Unsur Essensialia 

Unsur ini adalah eksistensi yang ditentukan secara mutlak di dalam perjanjian, 

karena tanpa adanya unsur essensialia suatu perjanjian tidak pernah ada.
26

 Unsur 

essensialia merupakan unsur yang mencakup mengenai ketentuan-ketentuan 

penting di dalam perjanjian yang wajib dilakukan oleh para pihak. Dalam 

perjanjian, objek perjanjian adalah unsur essensialia. Oleh karena itu, apabila 

objek perjanjian di dalam suatu perjanjian hilang atau tidak ada maka perjanjian 

itu dianggap tidak pernah ada. 

 

b. Unsur Naturalia 

Unsur naturalia merupakan unsur dalam perjanjian yang diatur di dalam undang-

undang. Dalam perjanjian, unsur naturalia bersifat jelas walaupun tidak 

diperjanjikan dan para pihak dapat mencantumkannya dalam ketentuan ataupun 

tidak mencantumkannya.
27

 Unsur ini tidak dapat dihilangkan walaupun tidak 

dicantumkan di dalam ketentuan perjanjian karena unsur naturalia melekat pada 

perjanjian dan bersifat bawaan. Pada perjanjian jual-beli, penjual menanggung 

barang yang dijualnya dengan menjamin barang itu merupakan barang yang legal 

dan tidak ada cacat tersembunyi. Hal ini diatur dalam Pasal 1491 KUHPerdata. 

 

c. Unsur Accidentalia 

Unsur accidentalia adalah unsur yang bersifat fleksibel dalam perjanjian, sesuai 

keingin para pihak untuk ditambahkan. Unsur ini merupakan unsur pelengkap 

dalam perjanjian yang diatur secara bersama-sama oleh para pihak. Undang-

                                                           
26

 I Ketut Oka Setiawan, Op.Cit, hlm. 43. 
27
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undang sendiri tidak mengatur mengenai unsur accidentalia.
28

 Pada perjanjian, 

bentuk dan tempat menyelesaikan sengketa merupakan unsur accidentalia. Hal ini 

dikarekankan bentuk dan tempat penyelesaian sengketa merupakan ketentuan 

tambahan yang diatur para pihak apabila dikemudian hari terjadi sengketa antar 

pihak. 

 

Pada perjanjian terdapat 5 asas penting, yaitu: 

1) Asas Kebebasan Berkontrak 

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari Pasal 1338 KUHPerdata yang 

menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini merupakan asas yang 

memberikan kebebasan pada para pihak untuk:
29

 

a. Membuat atau tidak membuat perjanjian, 

b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun, 

c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta 

d. Menentukan bentuk perjanjian yaitu tertulis atau lisan selama tidak 

bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. 

Mengenai bentuk perjanjian, dikarenakan tidak ada peraturan yang mengikat 

dengan jelas. Maka dari itu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. 

Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata yang menjelaskan mengenai pembuktian, 

bukti tertulis merupakan bukti yang paling pertama sehingga perjanjian tertulis 

dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna di pengadilan apabila terjadi 

perselisihan antara para pihak. 

                                                           
28

 Ibid.  
29
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2) Asas Konsensualisme 

Asas ini dapat disimpulkan berdasarkan Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdata 

mengenaisalah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan antara dua belah 

pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian 

cukup dengan adanya kesepakatan antara dua belah pihak saja tanpa diadakan 

perjanjian formal. Perjanjian formal adalah perjanjian yang telah ditentukan 

bentuknya yaitu tertulis, sedangkan kesepakatan adalah kesesuaian kehendak dan 

pernyataan yang dibuat kedua belah pihak. 

3) Asas Pacta Sunt Servanda 

Asas ini disebut juga sebagai asas kepastian hukum yang berhubungan dengan 

akibat dari suatu perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa 

hakim ataupun pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat 

oleh para pihak, selayaknya undang-undang. Hakim ataupun para pihak ketiga 

tidak boleh melakukan intervensi apapun terhadap substansi kontrak yang dibuat 

oleh para pihak. Asas ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 KUHPerdata. 

4) Asas Iktikad Baik (Goede Trouw) 

Asas iktikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUHPerdata mengenai 

perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Asas ini merupakan asas 

bahwa para pihak harus melaksanakan perjanjian berdasarkan kepercayaan atau 

keyakinan yang teguh serta kemauan yang baik dari para pihak. Asas iktikad baik 

dibagi menjadi dua, yaitu iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak. Pada iktikad 

baik nisbi memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek hukum, 
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yaitu para pihak. Pada iktikad baik mutlak, penilaian terletak pada akal sehat dan 

keadilan. 

5) Asas Kepribadian (Personalitas) 

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan 

melakukan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja. 

Hal ini berdasarkan Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata. Pasal 1315 

KUHPerdata membahas mengenai seseorang pada umum tidak dapat mengadakan 

perjanjian selain untuk dirinya sendiri, sedangkan Pasal 1340 KUHPerdata 

membahas mengenai perjanjian berlaku hanya untuk para pihak yang membuat 

perjanjian. Dapat disimpulkan bahwa perjanjian hanya dapat dibuat untuk diri 

sendiri dan berlaku hanya untuk para pihak yang membuat, namun terdapat 

pengecualian sesuai dengan Pasal 1317 KUHPerdata yang mengatakan bahwa 

perjanjian dapat pula diadakan untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu 

syarat tertentu.  

2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian 

Syarat sahnya perjanjian menurut hukum Eropa Kontinental diatur dalam Pasal 

1320 KUHPerdata, yaitu:
30

 

a. Kesepakatan Kedua Belah Pihak (Toesteming) 

Kesepakatan adalah pernyataan yang sesuai dengan kehendak antara pihak satu 

dengan pihak lainnya. Ada lima cara terjadinya pernyataan yang sesuai kehendak, 

yaitu: 

1) Bahasa yang sempurna dan tertulis, 
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2) Bahasa yang sempurna secara lisan, 

3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima pihak lawan, 

4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawan, 

5) Diam atau membisu asal dipahami dan diterima pihak lawan.
31

 

 

b. Kecakapan Bertindak 

Kecakapan bertindak adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan 

hukum,yaitu perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Dalam 

KUHPerdata orang yang cakap dan dapat melakukan perjanjian adalah orang yang 

sudah dewasa dan atau sudah pernah kawin serta tidak berada di bawah 

pengampuan. Hal ini berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdata yang membahas 

mengenai seseorang yang tak cakap untuk melakukan perjanjian adalah anak yang 

belum dewasa, orang yang berada di bawah pengampuan.  

 

Pengaturan mengenai anak yang belum dewasa diatur dalam Pasal 330 

KUHPerdata yang menyatakan bahwa mereka yang belum mencapai usia 21 

tahun dan belum pernah kawin, sedangkan mengenai seseorang yang berada di 

bawah pengampuan diatur dalam Pasal 433 KUHPerdata yang berbunyi, “Setiap 

orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus 

ditaruh di bawah pengampuan, sekalipun ketika ia kadang-kadang cakap 

menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah 

pengampuan karena keborosannya.” 

 

 

 

                                                           
31

 Isdian Anggraeny, Sholahuddin Al-Fatih, 2020, Kata Sepakat Dalam Perjanjian Dan 

Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi, De Lega Lata, vol. 5, no. 1, hlm. 63. 
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c. Adanya Objek Perjanjian (Onderwerp der Overeenkomst) 

Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang 

menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi dapat 

ditentukan dan dinilai dengan uang. Prestasi terdiri dari:  

1) Memberikan sesuatu, 

2) Berbuat sesuatu, 

3) Tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdata). 

 

d. Kausa yang halal (Geoorloofde Oorzaak) 

Dalam Pasal 1320 KUHPerdata tidak dijelaskan pengertian dari kausa yang halal, 

sedangkan dalam Pasal 1337 KUHPerdata hanya menyatakan mengenai kausa 

yang terlarang, yaitu suatu sebab terlarang apabila bertentangan dengan undang-

undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kurangnya penjelasan mengenai kausa 

yang halal, Hoge Raad mengartikan orzaak sebagai suatu yang menjadi tujuan 

dari para pihak. 

 

Berdasarkan hal di atas, syarat sahnya perjanjian dibagi menjadi dua, yaitu syarat 

subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif adalah syarat yang menyangkut 

mengenai para pihak yang mengadakan perjanjian yaitu kesepakatan dan 

kecakapan bertindak, sedangkan syarat objektif adalah syarat yang menyangkut 

mengenai objek perjanjian yaitu adanya objek perjanjian dan kausa yang halal. 

Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan yang 

berarti salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian, sedangkan apabila 

syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum yang berarti 

perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi.  
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3. Bentuk Standar Perjanjian Tertulis 

Standar perjanjian biasanya dikenal dengan perjanjian baku. Perjanjian ini 

ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak. Inti dari perjanjian baku adalah isi 

perjanjian yang tanpa dibicarakan dengan pihak lainnya, sehingga pihak lainnya 

hanya diminta untuk menerima atau menolak isi perjanjian tersebut.
32

 Mariam 

Darus Badrulzaman mengemukakan ciri-ciri perjanjian baku sebagai berikut:
33

 

a) Isinya ditetapkan sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat, 

b) Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi 

perjanjian, 

c) Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut. 

d) Bentuk tertulis, 

e) Dipersiapkan secara massal dan kolektif. 

 

Perjanjian baku memiliki beberapa jenis, antara lain:
34

 

a) Perjanjian baku sepihak, merupakan perjanjian yang dibuat sepihak oleh 

pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam ekonomi (kreditur). 

Contohnya adalah perjanjian pinjam-meminjam di bank. 

b) Perjanjian baku yang ditetapkan oleh Pemerintah, merupakan perjanjian baku 

yang isinya ditentukan oleh pemerintah terhadap perbuatan hukum tertentu. 

Contohnya adalah perjanjian dengan objek di bidang agraria. 

c) Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan Notaris atau Advokat, 

merupakan perjanjian yang sejak awal konsepnya sudah disediakan untuk 
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33
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memenuhi permintaan masyarakat yang menggunakan jasa Notaris atau 

Advokat. 

 

4. Berakhirnya Perjanjian 

Berakhirnya kontrak perjanjian adalah hapusnya segala perikatan yang timbul dari 

perjanjian, yaitu mengenai perbuatan hukum yang dibuat oleh pihak kreditur dan 

debitur. Pada Pasal 1381 KUHPerdata mengatur mengenai berakhirnya perikatan 

yang dibagi menjadi 10 cara, yaitu: pembayaran, konsignasi, novasi (pembaruan 

utang), kompensasi, konfusio (percampuran utang), pembebasan utang, 

musnahnya barang terutang, pembatalan, berlakunya syarat batal, dan daluwarsa. 

Berdasarkan hasil kajian, kesepuluh cara berakhirnya perikatan tersebut dapat 

digolongkan menjadi dua macam, yaitu berakhir karena perjanjian tersebut dan 

berakhir karena undang-undang.
35

 

Dalam praktiknya terdapat pula cara berakhirnya suatu kontrak perjanjian, yaitu:
36

 

1) Jangka waktu perjanjian tersebut berakhir. 

2) Objek perjanjian telah dilaksanakan. 

3) Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian tersebut. 

4) Pemutusan sepihak dari salah satu pihak, 

5) Dan adanya putusan dari pengadilan. 

 

C. Tinjauan Tentang Perjanjian Lisensi 

Dalam segi bahasa, perlisensian berasal dari kata dasar lisensi yang berasal dari 

bahasa asing license yang berarti surat izin. Pengertian yang terkandung di 

dalamnya berpangkal pada izin, walaupun penggunaannya dapat berbeda 
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tergantung dari tujuan dan sumber yang memberi izin penggunaan hak. Izin 

penggunaan hak inilah yang menjadi ciri utama yang membedakan lisensi dari 

berbagai bentuk dan jenis hubungan lainnya.
37

 Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang 

Hak Cipta juga mengartikan lisensi sebagai izin tertulis yang diberikan oleh 

pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk 

melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat 

tertentu. 

 

Pemberian lisensi biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian, yaitu perjanjian 

lisensi dengan melibatkan pihak pemberi lisensi dan penerima lisesi. Dari 

perjanjian ini para pihak dapat mendapatkan perlindungan sehingga dapat 

mengakomodir kepentingan para pihak dalam suatu kontrak. Perjanjian lisensi ini 

merupakan perjanjian tidak bernama dikarenakan sistem hukum civil law tidak 

mengenal perjanjian lisensi. Namun, seperti halnya perjanjian pada umumnya, 

perjanjian lisensi juga merupakan suatu peristiwa hukum karena memenuhi 

syarat-syarat suatu perjanjian, sehingga ketentuan di dalam perjanjian lisensi 

harus dilaksanakan. Menurut Lewis Lee dan Davidson perjanjian lisensi dibagi 

menjadi dua, yaitu perjanjian lisensi sukarela dan perjanjian lisensi wajib.
38

 

 

Perjanjian lisensi sukarela atau voluntary licenses merupakan perjanjian lisensi 

yang terjadi karena adanya kesepakatan antara pihak pemberi lisensi dan pihak 

penerima lisensi. Dalam lisensi sukarela pihak pemberi lisensi memberikan hak 

berdasarkan perjanjian keperdataan kepada pihak penerima lisensi sebagai 

pemegang hak lisensi untuk mengeksploitasinya, sedangkan perjanjian lisensi 
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wajib atau non voluntary licenses adalah perjanjian lisensi yang terjadi karena 

adanya permintaan pihak yang memerlukan lisensi dan diajukan, disetujui dan 

diberikan oleh pihak yang berwenang yang ditetapkan oleh dan dengan syarat 

serta tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang.
39

  

 
Ketentuan mengenai perjanjian lisensi di Indonesia termuat dalam undang-undang 

yang mengatur mengenai hak kekayaan intelektual, undang-undang tersebut 

meliputi; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 

3l Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 

tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek 

dan Indikasi Geografis serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 

Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Hak Kekayaan Intelektual. 

Ketentuan mengenai perjanjian lisensi ini dimaksudkan untuk memberi landasan 

perlindungan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian 

lisensi. 

 

Berdasarkan pada undang-undang di atas, pemegang hak cipta atau pencipta 

berhak memberikan lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi 

yang dimilikinya. Pemberi lisensi sebagai pemilik atau pemegang hak kekayaan 

intelektual memberikan izin atau hak kepada pihak lain untuk membuat, 

memproduksi, menjual, memasarkan, mendistribusikan produk berupa barang dan 

atau jasa yang dihasilkan dengan mempergunakan hak kekayaan intelektual yang 
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dilisensikan tersebut.
40

 Dalam pelaksanaan perjanjian lisensi, penerima lisensi 

wajib memberikan imbalan berupa Royalti kepada pemegang hak cipta dengan 

jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait. 

Namun, pemegang hak cipta tidak dapat memberikan lisensi kepada pihak lain, 

apabila hak cipta yang di lisensikan berakhir masa perlindungannya dan hilang 

atau telah dihapuskan. 

 

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang 

Pencatatan Perjanjian Lisens, perjanjian lisensi dilakukan dengan secara tertulis 

dan apabila perjanjian tersebut dibuat dengan menggunakan bahasa asing, maka 

perjanjian tersebut wajib diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Hal ini 

dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam penerjemahan pada tiap-tiap pihak. 

Adapun larangan menjadikan perjanjian lisensi sebagai sarana untuk mengambil 

alih dan menghilangkan seluruh hak pencipta atas ciptaannya. Maka dari itu 

perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian 

lisensi hak cipta. Perjanjian lisensi yang tidak memenuhi ketentuan tidak dapat 

dicatat dalam daftar umum perjanjian lisensi. Apabila perjanjian lisensi tersebut 

tidak dicatat dalam daftar umum, perjanjian lisensi tersebut tidak memiliki akibat 

hukum terhadap pihak ketiga 

 

Dalam hal perubahan perjanjian lisensi yang meliputi perubahan nama pemberi 

lisensi atau penerima lisensi, atau objek perjanjian lisensi, pemberi lisensi atau 

penerima lisensi mengajukan permohonan baru pencatatan perjanjian lisensi. 

Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang 
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Pencatatan Perjanjian Lisensi Hak Kekayaan Intelektual menyatakan perubahan 

yang dilakukan selain hal di atas, penerima lisensi memberitahukan perubahan 

perjanjian lisensi yang telah dicatatkan dan diumumkan dengan membayar biaya. 

Kemudian pencatatan pencabutan perjanjian lisensi harus berdasarkan 

kesepakatan antara pemberi lisensi dan penerima lisensi, putusan pengadilan, atau 

sebab yang dibenarkan dalam Undang-Undang.  

 

D. Tinjauan Tentang Penulis Buku dan Penerbit Buku 

1. Pengertian Penulis Buku 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penulis didefinisikan sebagai 

orang yang menulis. Selain itu, terdapat beberapa padanan kata istilah penulis, 

yaitu pengarang, pengubah, prosais, pujangga, sastrawan, pencatat, carik (Jawa), 

dabir (Arkais), juru tulis, katib (Arab), kerani, klerek (Arkais), panitera, sekretaris, 

tata usaha.
41

 Penulis merupakan seorang pencipta yang menciptakan karya berupa 

tulisan. Karya tulis tersebut dapat berupa naskah buku, pamflet, perwajahan karya 

tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Naskah memiliki 

empat pengertian, yaitu (1) karangan yang masih ditulis dengan tangan, (2) 

karangan seseorang yang belum diterbitkan, (3) bahan-bahan berita yang siap 

untuk diset, dan (4) rancangan.
42

 Pengertian yang paling tepat untuk naskah  yang 

berkaitan dengan penerbitan buku adalah karangan seseorang yang belum 

diterbitkan menjadi sebuah buku. 

Dalam menciptakan karya tulis berupa naskah, penulis buku melakukan metode 

penulisan tergantung objek yang akan dibahas, seperti objek ilmiah ataupun non-
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ilmiah. Karya tulis yang didasari dengan objek ilmiah akan menghasilkan suatu 

karya yang berisi suatu informasi, sedangkan karya tulis yang didasari dengan 

objek non-ilmiah biasanya bersifat hiburan dan apabila karya tulis yang diciptakan 

penulis buku dipublikasikan, maka penulis buku memperoleh hak ciptanya yang 

dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penulis 

buku memperoleh hak cipta bukan hanya karena karyanya dipublikasikan tetapi 

karena penulis buku dianggap sebagai pencipta menurut Undang-Undang Hak 

Cipta  

2. Pengertian Penerbit Buku 

Penerbit dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata dasar 

terbit yang melahirkan bentuk turunan menerbitkan (kata kerja/verba), penerbit 

(kata benda/nomina), dan penerbitan (kata benda/nomina).
43

 Sedang kata 

menerbitkan diartikan sebagai, (1) menimbulkan (perselisihan dan sebagainya); 

(2) mendatangkan (kebakaran, kerugian, bahaya, dan sebagainya); (3) 

mengeluarkan (buku, majalah, dan sebagainya).
44

 Berdasarkan beberapa 

pengertian menerbitkan di atas, pengertian mengenai penerbitan buku adalah 

pengertian ketiga, yaitu mengeluarkan (majalah, buku, dan sebagainya). 

Perusahaan yang menerbitkan buku tersebut disebut dengan Penerbit. Dapat 

disimpulkan bahwa penerbit merupakan perusahaan yang dapat menimbulkan 

ataupun mengeluarkan sebuah karya tulis yang diciptakan penulis. Penerbit 

merupakan perusahaan berbadan hukum yang dapat berbentuk, Perseroan 

Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), dan Firma.  
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Salah satu tugas pokok dari penerbit buku adalah memproduksi naskah penulis 

buku atau pencipta menjadi sebuah buku. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, pengertian produksi adalah proses mengeluarkan hasil.
45

 Dalam hal ini 

penerbit buku memproduksi dan mengeluarkan hasil berupa buku. Pada saat  

memproduksikan buku, penerbit mengeluarkan uang untuk membayar pengarang, 

penerjemah, penyunting, pencetak, pabrik kertas, dan yang lain-lain.
46

 Hal ini 

sesuai dengan yang dikatakan oleh Altbach bahwa penerbit buku merupakan 

seorang investor dalam perbukuan.
47

 Selain memproduksi buku, penerbit 

mempunyai hak untuk melakukan penggandaan dan pengadaptasian ciptaan ke 

masyarakat. Hak ini diperoleh dari perjanjian pemilik atau pemegang hak cipta 

dengan penerbit. 

 

3. Hubungan Hukum Penulis Buku dan Penerbit Buku 

Penulis buku memerlukan bantuan dari penerbit buku untuk mempublikasi naskah 

karyanya, sedangkan penerbit buku membutuhkan penulis buku dalam 

menjalankan usahanya. Berdasarkan hal tersebut, penerbit buku dan penulis buku 

melakukan perjanjian. Menurut hukum perdata, perjanjian diatur dalam Pasal 

1313 KUHPerdata. Dalam arti sempit, perjanjian adalah persetujuan dengan mana 

dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang 

bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan.
48

 Definisi tersebut menunjukkan 

bahwa perjanjian merupakan persetujuan pihak satu (kreditur) dan pihak lain 
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(debitur), untuk melaksanakan suatu hal dengan suatu hal yang bersifat kebendaan 

sebagai objek perjanjian.
49

 

 

Dalam hal penerbit dan penulis buku yang menjadi objek dari perjanjian yang 

disepakati adalah hak cipta penulis buku atas ciptaannya. Pengalihan hak cipta 

penulis buku atas ciptaannya dengan tujuan mengeksploitasi ciptaan karya tulis 

harus diatur secara jelas dan transparan dalam isi perjanjian penerbitan buku yang 

bersangkutan.50 Perjanjian ini membuktikan bahwa penulis buku dan penerbit 

buku sepakat untuk melakukan kerjasama yang menimbulkan hak dan kewajiban 

bagi para pihak. Penulis buku bertindak sebagai pihak pertama atau kreditur yang 

mempunyai hak atas royalti dari hak ciptanya, sedangkan penerbit buku bertindak 

sebagai pihak kedua atau debitur yang mempunyai kewajiban untuk membayar 

royalti penulis buku dan mengeksploitasi naskah buku hingga menjadi siap 

dipasarkan.
51

 Perjanjian inilah yang mendasari hubungan hukum antara penulis 

buku dan penerbit sehingga apabila salah satu pihak ingkar janji, pihak tersebut 

akan mendapat hukuman.  

 

E. Tinjauan Umum Tentang Royalti 

Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

menyatakan:“Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan 

atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.” 

Pengertian mengenai royalti tersebut tidak jauh berbeda dengan pengertian royalti 

yang diatur dalam Undang-Undang Paten, Undang-Undang Merek, dan 
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sebagiannya, sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan royalti 

sebagai uang jasa yang dibayar oleh penerbit kepada pengarang untuk setiap buku 

yang diterbitkan.  

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga 

atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pengertian 

royalti lainnya adalah imbalan sehubungan dengan penggunaan: 

a. Hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, merek dagang, 

formula, atau rahasia perusahaan 

b. Hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat-alat industri, komersial, dan 

ilmu pengetahuan. 

c. Informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara umum, walaupun 

mungkin belum dipatenkan, misalnya pengalaman di bidang industri, atau 

bidang usaha lainnya. 

Pembayaran royalti merupakan hal yang harus dilakukan oleh penerima lisensi 

atas karya orang lain yang diterbitkannya. Hal ini dikarenakan hak kekayaan 

intelektual seseorang dilindungi oleh hukum. Maka dari itu, apabila kekayaan 

intelektual seseorang itu dikomersilkan oleh pihak lain, orang yang memiliki 

kekayaan intelektual tersebut harus mendapatkan imbalan. Ini dinilai sebagai 

konsekuensi atas penggunaan karya/jasa orang lain untuk dikomersilkan. 

Pada dasarnya pembayaran royalti memiliki dua sistem, yaitu sistem royalti 

berkala dan sistem jual putus. Sistem royalti berkala adalah pembayaran royalti 

yang dilakukan secara dua kali dalam setahun dengan besaran kurang lebih 10% 

dari harga jual buku dengan berdasarkan kesepakatan yang dilakukan oleh penulis 
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buku dan penerbit buku, sedangkan sistem jual putus adalah sistem dimana naskah 

yang dikirimkan penulis dibayar langsung setelah bukunya diterbitkan, tapi 

setelahnya penulis tidak berhak mendapatkan royalti kembali.
52

 

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, terdapat sebuah lembaga untuk 

mengelola royalti untuk kepentingan seorang pencipta, pemegang hak cipta dan 

pemilik hak cipta. Lembaga ini dikenal sebagai Lembaga Manajemen Kolektif 

(LMK). Saat ini, di Indonesia terdapat satu LMKN (Lembaga Manajemen 

Kolektif Nasional) dan sembilan LMK yang telah mengantongi izin operasional 

dari Kemenkumham. Delapan di antara sembilan LMK tersebut adalah LMK yang 

menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti di bidang musik dan satu di 

bidang buku, yaitu Royalti Anugerah Indonesia (RAI), Karya Cipta Indonesia 

(KCI), Wahana Musik Indonesia (WAMI), Sentra Lisensi Musik Indonesia 

(SELMI), Perlindungan Hak Penyanyi dan Pemusik Rekaman Indonesia 

(PAPPRI), Anugerah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI), Anugerah Musik 

Indonesia (Armindo), Star Music Indonesia (SMI), dan Perkumpulan Reproduksi 

Cipta Indonesia (PRCI).
53

 

Lembaga manajemen kolektif yang mengelola royalti dibidang buku di Indonesia 

adalah Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI).PRCI bertujuan untuk:
54
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1. Memajukan, mempromosikan dan melindungi Hak Cipta dalam rangka 

menegakkan hak, dan martabat Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta serta 

Penerbit di bidang literasi. 

2. Menegakkan integritas, meningkatkan kreativitas, mendorong solidaritas dan 

kualitas Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta serta Penerbit di bidang 

literasi. 

3. Memfasilitasi masyarakat yang berkepentingan untuk melakukan 

penggandaan secara sah. 
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F. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

 

Penjelasan: 

Bagan kerangka pikir ini merupakan penjelasan mengenai alur logika hukum 

penulis untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 

Penulisan hukum ini mengkaji mengenai penulis buku yang menghasilkan sebuah 

karya tulis sehingga menimbulkan hak cipta bagi penulis buku. Penulis buku 

sebagai pencipta, memiliki hak eksklusif yang dapat dialihkan sebagian atau 

seluruhnya kepada penerbit dengan melakukan perjanjian lisensi. Dalam Undang-

Undang Hak Cipta, penerima lisensi (penerbit) berkewajiban untuk memberikan 

imbalan berupa royalti kepada pemegang hak cipta selama jangka waktu 
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perjanjian. Maka dari itu, penulis akan meneliti mengenai bagaimana pelaksanaan 

pembayaran royalti penulis buku di Bandar Lampung, apa saja hambatan yang 

ditemui dalam pelaksanaan pembayaran royalti, dan bagaimana upaya proses 

penyelesaian sengketanya. 



 
 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada 

metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari 

satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisanya. Data 

penelitian diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, 

yang kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan 

yang timbul pada gejala yang bersangkutan.
55

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif-empiris (applied law research). Penelitian hukum normatif-empiris 

(applied law research) adalah suatu penelitian yang menggunakan studi kasus 

hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah 

pelaksanaan atau pelaksanaan ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual 

pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna 

mencapai tujuan yang telah ditentukan.
56

 Penelitian ini mengkaji mengenai 

pelaksanaan, hambatan, dan upaya penyelesaian sengketa dalam pembayaran 

royalti kepada penulis buku di wilayah Bandar Lampung. 
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B. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian 

deskriptif. Tipe deskriptif bertujuan untuk memperoleh pemaparan atau deskripsi 

secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang aspek-aspek yang akan 

diteliti.
57

 Tipe penelitian dalam penelitian ini bersifat pemaparan dan bertujuan 

untuk menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai pelaksanaan sistem 

pembayaran royalti kepada penulis buku di wilayah Bandar Lampung. 

C. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis normatif dan yuridis empiris.  

1. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara 

mempelajari dan membahas mengenai hal-hal yang berisifat teoritis, seperti 

asas-asas hukum, konsepsi, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan 

sistem hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.
58

 

2. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara 

mempelajari hukum sesuai dengan kenyataan atau fakta yang terjadi di dalam 

masyarakat.
59

 

D. Data dan Sumber Data 

Dalam melalukan penelitian ini penulis mengumpulkan data-data yang bersumber 

dari data lapangan dan data kepustakaan. Adapula jenis data yang dipakai penulis 

dalam melakukan penelitian ini, yaitu: 
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1. Data primer: data penelitian ini diperoleh dengan secara langsung dari objek 

penelitian dengan menggunakan metode berupa wawancara dengan 

narasumber yang terkait dalam permasalahan penelitian ini.
60

 

2. Data sekunder: data penelitian ini diperoleh dengan suatu media perantara 

yang dilakukan secara tidak langsung yang mencakup dokumen-dokumen 

resmi, buku-buku, dan hasil penelitian.
61

 

Data sekunder memiliki 2 macam bahan hukum, yakni:
62

 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum yang 

mengikat dan terdiri dari norma, peraturan dasar, serta peraturan pemerintah. 

Bahan hukum primer yang digunakan peneliti, antara lain: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti 

dalam permasalahan ini ialah buku-buku literatur serta karya ilmiah yang 

berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. 

Terdapat pula bahan hukum penunjang, yaitu bahan hukum tersier.
63

 Bahan 

hukum tersier adalah bahan hukum yang mempunyai relevansi terhadap pokok 
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permasalahan dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan peneliti, antara lain: 

1) Artikel 

2) Ensiklopedi 

3) Kamus Hukum 

 

E. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu: 

a. Studi kepustakaan atau (library research) adalah pengumpulan data yang 

dilakukan oleh peneliti dengan cara mempelajari, memahami, menelaah, dan 

mencatat informasi-informasi yang berasal dari buku-buku ilmiah, laporan 

penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, serta peraturan-

peraturan terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. 

 

b. Studi lapangan atau field research, adalah pengumpulan data yang dilakukan 

oleh peneliti secara langsung ke lapangan dengan mempergunakan teknik 

wawancara dengan narasumber yang berada di lapangan. Teknik wawancara 

ini menggunakan daftar pertanyaan yang berisi pokok-pokok permasalahan 

yang dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Wawancara 

dilakukan dengan Bapak Ikhsanudin selaku Direktur CV. Anugrah Utama 

Raharja (AURA) yang dilakukan pada tanggal 19 Januari 2021, Bapak 

Wirahadi Purnomo selaku perwakilan dari PT. Bumi Aksara Group yang 

dilakukan pada tanggal 1 Maret 2021, Saudari Dhea Yunifahleni selaku 
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penulis buku yang melakukan perjanjian dengan PT. Bukku Media Integrasi 

dan sistem royalti berkala pada tanggal 26 Januari 2021, Saudara Ciko Satrio 

selaku penulis buku yang melakukan perjanjian lisensi dengan PT. Mizan 

Pustaka dan menggunakan sistem jual putus pada tanggal 23 Januari 2021, 

serta Ibu Yenita Anggraini selaku penulis buku yang melakukan perjanjian 

dengan Penerbit Diva Press Group dan menggunakan sistem royalti berkala 

serta sistem jual putus pada tanggal 2 Februari 2021. 

NO NAMA NARASUMBER PERWAKILAN KRITERIA 

1 Bapak Ikhsanudin Penerbit CV. AURA Melakukan perjanjian 

lisensi dengan penulis 

buku fiksi dan/atau 

non-fiksi. 

2 Bapak Wirahadi Purnomo Penerbit PT. Bumi Aksara Melakukan perjanjian 

lisensi dengan penulis 

buku non-fiksi dan/atau 

literatur. 

3 Saudari Dhea Yunifahleni Penulis Buku Fiksi Melakukan perjanjian 

lisensi dengan PT. 

Bukku Media Integrasi 

menggunakan sistem 

royalti berkala. 
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4 Saudara Ciko Satrio Penulis Buku Fiksi Melakukan perjanjian 

lisensi dengan PT. 

Mizan Pustaka 

menggunakan sistem 

pembayaran royalti jual 

putus. 

5 Ibu Yenita Anggraini Penulis Buku Fiksi dan 

Non-Fiksi 

Melakukan perjanjian 

lisensi dengan Diva 

Press Group 

menggunakan sistem 

royalti berkala, jual 

putus, dan sistem 

kontrak oplah. 

 

Tabel 1 Kriteria Narasumber yang di Wawancarai 

2. Pengolahan Data 

Pengolahan data yang dilakukan setelah memperoleh data hasil studi kepustakaan 

dan studi lapangan menggunakan metode:
64

 

a. Pemeriksaan Data (Editing), mencari data yang diperoleh sesuai dengan 

pembahasan yang akan dilakukan yaitu dengan menelaah peraturan, buku 

atau artikel yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas. Dalam penelitian 

ini penulis menelaah peraturan mengenai Hak Cipta yaitu, Undang-Undang 
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Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta peraturan, buku dan artikel 

mengenai hak kekayaan intelektual, hak cipta, dan royalti buku. 

b. Penandaan Data (Coding), memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis 

sumber data (buku literatur, per Undang-undangan, atau dokumen), 

pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan), atau urutan rumusan 

masalah (masalah pertama tanda A, masalah kedua tanda B, dan seterusnya. 

c. Rekonstruksi Data (Reconstructing), menyusun ulang data-data yang telah 

didapatkan secara beraturan, teratur, dan logis sehingga data dapat dipahami 

lebih mudah. Dalam penelitian ini, penulis menyusun ulang data-data 

mengenai hak cipta dan royalti buku yang telah didapatkan secara beraturan, 

teratur, dan logis. Hal ini dilakukan untuk menginterprestasikan permasalahan 

pada penelitian ini.  

d. Sistematis Data (Sistematizing), yaitu menyusun data menurut sistematika 

yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam 

melakukan pembahasan. Dalam penelitian ini penulis menurutkan data-data 

permasalahan mengenai Pelaksanaan Pembayaran Royalti Kepada Penulis 

Buku Di Wilayah Bandar Lampung secara berurutan. 

 

F.  Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan analisis data kualitatif, yaitu menguraikan data 

dengan berbentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga memudahkan 

dalam menginterpretasi data. Berdasarkan hasil analisis data kemudian dilanjutkan 

dengan menarik kesimpulan secara dedukatif, yaitu suatu cara berpikir yang 

berdasar pada fakta-fakta yuridis yang bersifat umum dan kemudian ditarik 
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kesimpulan secara khusus (induktif) terhadap suatu peristiwa konkrit yang 

menjawab 3 (tiga) permasalahan penelitian ini. 



 
 

 

 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa: 

1. Pelaksanaan pembayaran royalti kepada penulis buku dilakukan dengan tiga 

cara, yaitu sistem royalti berkala, sistem jual putus, dan yang terbaru adalah 

dengan sistem kontrak oplah. Pelaksanaan pembayaran royalti dengan 

menggunakan sistem royalti berkala dilakukan sesuai dengan periode 

pembayaran yang telah disepakati dan jumlah pembayaran sesuai dengan total 

buku yang telah laku dijual saat periode tersebut sehingga dapat menimbulkan 

resiko yang tinggi untuk mengalami kerugian akibat dampak tidak dibayarkan 

royaltinya oleh penerbit buku sesuai periode yang telah disepakati. 

 

Pada pelaksanaan pembayaran royalti dengan sistem jual putus, pembayaran 

kepada penulis buku dilakukan sesaat setelah perjanjian tersebut ditanda tangani 

dan pembayaran royalti hanya dilakukan satu kali. Penawaran harga naskah pada 

sistem jual putus ini dilakukan dengan kategori naskah yang ditulis, menarik 

atau tidaknya suatu naskah, serta handal atau tidaknya penulis buku yang 

menulisnya sehingga penulis buku yang menggunakan pembayaran dengan 

menggunakan sistem ini, tidak perlu takut apabila bukunya tidak laku terjual 

dan membuat dirinya tidak mendapatkan bayaran. Tidak jauh berbeda dengan 
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pembayaran menggunakan sistem jual putus, pelaksanaan pembayaran dengan 

sistem kontrak oplah dilakukan diawal setelah buku selesai dicetak. Perbedaan 

pelaksanaan pembayaran royalti dengan menggunakan sistem jual putus dan 

sistem kontrak oplah terletak pada waktu dan banyaknya pembayaran. 

 

2. Dalam pelaksanaan pembayaran royalti kepada penulis buku terdapat hambatan 

yang menyebabkan penerbit tidak dapat membayarkan royalti secara tepat 

waktu, yaitu: kurangnya komunikasi antara penulis buku dan penerbit buku 

hingga menimbulkan kesalahpahaman. Biasanya kesalahpahaman ini mengenai 

ketidaktahuan penulis buku atas informasi jumlah buku yang laku dalam periode 

sebelum pembayaran. Hambatan lainnya adalah tidak lakunya buku tersebut 

dalam periode penjualan yang ditentukan sehingga penerbit buku tidak dapat 

membayarkan royalti tersebut kepada penulis buku. 

 

3. Terdapat dua upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan penulis buku 

jika penerbit buku tidak membayarkan royalti sesuai perjanjian lisensi yang 

telah disepakati, yaitu dengan upaya penyelesaian sengketa litigasi dan non-

litigasi. Upaya penyelesaian sengketa secara litigasi yaitu upaya yang 

dilakukan di pengadilan niaga ataupun pengadilan negeri dengan prosedur 

perdata maupun pidana, sedangkan upaya secara non-litigasi adalah upaya 

yang dilakukan diluar pengadilan seperti arbitrase, mediasi, negosiasi, dan 

konsiliasi.  
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